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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8      

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara                      

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara      

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
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Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2024 Nomor 568); 

 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia      

Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia     

Tahun 2023 Nomor 363); 

 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363      

Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota; 

 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan 

Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Utara Tahun 2024; 

 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor 

Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024; 

 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis 

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024; 

 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan 

Utara Nomor 80 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan 

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Kalimantan Utara Tahun 2024; 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PERUMUS DEBAT 

PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON 

PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024. 

KESATU : Menetapkan Tim Perumus kegiatan debat publik atau debat 

terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 yang 
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